SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 189 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG OBYEK WISATA
DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA
OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa kepariwisataan bertujuan diantaranya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan
mengatasi pengangguran dengan berdasarkan prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan diantaranya yaitu memumung
tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan
lokal, memberikan manfaat untuk keaqahteraan rakyat,
keadilan, kesetaraan dan :
memberdayakan masyarakat
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I[I Tanah Laut, Daerah
Tingkat 1l Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang '
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tllllblhﬂl
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s
diubah dengan Undnng—UndIng nm “9
Tahun 2014 tentang Pemmm
Negara Mu;iﬂ: lndonldl m




Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : j
1.
- 3

o o
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Negara Republik indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun
2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG OBYEK WISATA
DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK
WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daemh mm
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip :‘-:.

dalam sistem dan prinsip Negara Kmtuan Republik  Indor
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara |
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati nhnﬂ m
Pemerintahan Daerah yang mmnimph n

vang menjadi kewenangan daerah otonom,

Kepala Daerah yang lehnju ny;
Dinas Pariwisata adalah Dina
Badan Pendapatan Mf
Tanah Laut.

Dinas Penanaman Hnﬂ_._
Laut. |*

x II‘
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang
menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan
laba atau keuntungan.

- Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
denganmenganutprinsipkomersialkarenapadadasarnyadapat pula
disediakanolehsektorswasta.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata
dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Obyek/Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala
sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Izin Usaha Hiburan Umum adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati
dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya ke Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepada seseorang atau badan
hukum untuk melaksanakan kegiatan hiburan umum di lokasi tertentu
dengan dipungut biaya masuk.

Obyek Wisata yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan obyek
wisata yang pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak a.tau
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dﬁm kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tan

kepada pihak ketiga yang mungkin

dari suatu peristiwa yang tidak |

pembayaran yang didasarkan at

yang dipertanggungkan.

Asuransi adalah asuransi perlindungan d

vang telah membayar retribusi da

wisata yang dikelola oM;
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atau negara asing dan menginap minimal 24 (dua puluh empat) jam atau
maksimal 6 (enam) bulan di tempat tersebut.

BAB I1
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

4. memberikan perlindungan berupa asuransi kecelakaan diri bagi
pPengunjung/wisatawan obyek wisata; dan

b. pedoman kerja sama penvelenggaraan kegiatan pariwisata oleh pihak
ketiga di obyek wisata.

BAB III
ASURANSI

Pasal 3

Pengunjung/wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut berhak
untuk memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan diri.

Pasal 4

(1) Pengunjung/wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata dan membayar
retribusi daerah masuk obyek wisata atau karcis masuk obyek wisata
dilindungi dengan asuransi.

(2) Perlindungan asuransi disediakan melalui kerja sama dengan mom
asuransi vang telah berpengalaman dalam melaksanakan as i
kecelakaan diri pada obyek wisata.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang em ngl
melakukan kerja sama dengan perusahaan ammﬂ
klaim santunan pembayaran asuransi wisatawan.

(4) Ketentuan pemberian asummz mim
ayat (1) dilaksanakan sesu
undangan.

(5) Untuk penentuan pe
metode pemilihan dm

(6) Tim Bersama sebag

unsur yakni BM




6

BAB IV
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA
OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA

Pasal 5

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan dapat

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan
kegiatan pariwisata di obyek wisata.
Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemungutan langsung atas retribusi karcis masuk tempat obyek wisata
yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika ada
kegiatan pariwisata berupa hiburan yang diselenggarakan pada obyek
wisata oleh pihak ketiga.
Obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat wisata
yang pengelolaannya menjadi wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi kepariwisataan.
(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. perorangan;

b. badan usaha;

c. lembaga kemasyarakatan; atau

d. kelompok masyarakat desa setempat
(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari-
hari tertentu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata berupa hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut karcis hiburan.

(2)

(3)

(4)

(7

—

Pasal 6

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat
melakukan kerja sama setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala
Desa, Camat dan Kepolisian sektor atau resort setempat. :

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) membuat
permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan tiket/karcis masuk yang
akan dijual, jangka waktu pelaksanaan pemungutan . _
kerja sama, komponen tarif karcis masuk dan pelaksanaan
di obyek wisata kepada Dinas Pe \anaman
Satu Pintu atau Satuan Kerja P
perizinan. '

(3) Satuan Kerja Perangkat Dae
membuat rekomendasi esuai




7

karcis masuk serta diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah dengan
menyetorkan kewajiban retribusi daerah atas porporasi karcis masuk.

(5) Dokumen perizinan yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah Izin Usaha Hiburan Umum.

(6) Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas komponen
biaya karcis retribusi masuk obyek wisata dan karcis hiburan.

Pasal 7

(1) Besaran nominal karcis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (7) ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat dengan panitia
pelaksana kegiatan/acara.

(2) Besaran nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
nilai kewajaran.

Pasal 8

(1) Pemungutan karcis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7)
dikenakan kewajiban atas pajak hiburan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang disetorkan ke kas Daerah.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga
memiliki kewajiban menyerahkan sebagian hasil pungutannya kepada
Pemerintah Desa sebagai bentuk pendapatan lain-lain vang sah bagi desa.

(3) Besaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
dan disetorkan ke kas Desa.

Pasal 9

(1) Pihak ketiga memungut retribusi masuk obyek wisata dan me 1berikan
tiket/karcis masuk kepada setiap pengunjung/wisatawan ! yang memasuki
obyek wisata sesuai tanggal perm lis yang telah diajukan

(2) Pihak ketiga berkewajiban n
tiket/karcis masuk dan sisa til

(3) Pihak ketiga berkewajiban m
puluh persen) dari hasil pe
melalui Badan Pendapatan Da

(satu) hari kerja setelah be:







